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ABSTRACT

This study aims to evaluate the policy of Land and Building Tax (PBB) collection through a
door-to-door approach implemented by BAPENDA Pangandaran in Cimerak District in 2025.
The low realization of PBB in Cimerak, which only reached 65% of the target, along with the
failure of the previous digital approach (BJB Digi application) that only reached 6.8% of
taxpayers, served as the background for the formulation of the door-to-door policy. This
research employed a qualitative evaluative approach using the CIPP model framework
(Context, Input, Process, Product) combined with Dunn's evaluation criteria (effectiveness,
efficiency, adequacy, responsiveness, and appropriateness). Data were collected through in-
depth interviews with 30 informants consisting of 5 BAPENDA officers, 5 village officials, and
20 taxpayers from 5 sample villages, as well as field observations and documentation studies.
The results showed that the door-to-door policy was assessed as effective and responsive, with
an average increase in compliance of 20% (from 67% to 87%,), along with positive changes in
community behavior. This policy was also considered appropriate as it aligned with the
geographical characteristics (55% hilly terrain) and socio-cultural conditions of the
community (85% placed greater trust in community leaders). However, this policy still faces
efficiency challenges due to resource limitations (officer-to-taxpayer ratio of 1:2,500, budget
at 65% of requirements), resulting in visit coverage of only 55% and revenue realization of
58%. This study recommends increasing the number of officers, enhancing the budget,
strengthening coordination with village officials, and developing a non-cash payment system

to optimize the policy.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) secara door-to-door oleh BAPENDA Pangandaran di Kecamatan Cimerak
Tahun 2025. Rendahnya realisasi PBB di Cimerak yang hanya mencapai 65% dari target, serta
kegagalan pendekatan digital sebelumnya (aplikasi BJB Digi) yang hanya menjangkau 6,8%
wajib pajak, menjadi latar belakang lahirnya kebijakan door-fo-door. Penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif evaluatif dengan kerangka model CIPP (Context, Input, Process, Product)
yang dipadukan dengan kriteria evaluasi Dunn (efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas,
dan ketepatan). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 20 informan yang
terdiri dari 5 petugas BAPENDA, 5 perangkat desa, dan 10 wajib pajak di 5 desa sampel, serta
observasi  lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan door-to-
door dinilai efektif dan responsif dengan peningkatan kepatuhan rata-rata 20% (dari 67%
menjadi 87%), serta perubahan perilaku masyarakat yang positif. Kebijakan ini juga
dinilai tepat karena sesuai dengan karakteristik geografis (55% perbukitan) dan sosial-budaya
masyarakat (85% lebih percaya tokoh masyarakat). Namun, kebijakan ini masih
menghadapi tantangan efisiensi akibat keterbatasan sumber daya (rasio petugas 1:2.500 WP,
anggaran 65% kebutuhan) sehingga cakupan kunjungan baru mencapai 55% dan realisasi
penerimaan 58%. Penelitian ini merekomendasikan penambahan petugas, peningkatan
anggaran, penguatan koordinasi dengan perangkat desa, dan pengembangan sistem

pembayaran non-cash untuk optimalisasi kebijakan.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pajak Bumi dan Bangunan, Door-to-Door, CIPP, Dunn,

Cimerak

PENDAHULUAN sumber pendapatan daerah. Data Direktorat

o o Jenderal Pajak (2024) menunjukkan
provinsi yang menjadi

. . penerimaan PBB nasional tahun 2023
sumber  pendapatan  penting  bagi

i Rpl3 trili ingkat 15,29
pembangunan daerah. Bastian (2014) mencapal Rpl3 triliun, meningkat 15,2%

menegaskan  bahwa PBB  memiliki dari periode sebelumnya, dengan kontribusi

e .. terhadap total PAD nasional sebesar 23,7%.
karakteristik istimewa sebagai pajak yang

: Meski demikian, tant klasik
berbasis aset tetap (tanah dan/atau eskipun  demfdan, lantangan st

dal tan PBB ih jadi
bangunan) yang bersifat tetap dan tidak Alaim periungtian fasih memyact

h i ik. Tingkat k h
mudah dialihkan, sehingga memiliki ambatan - sistemi ingkat kepatuhan

. : . : b PBB ional ih
potensi stabil dan berkelanjutan sebagai perubayaran secara Tlasional mast

31



Ji@P Vol 15 No. 2 2026
Bulan Juni 2026

berkisar di angka 72%, mengindikasikan
sekitar 28% potensi penerimaan tidak dapat
direalisasikan (Kementerian Keuangan,
2024). Berbagai studi mengidentifikasi
faktor-faktor penyebab rendahnya
kepatuhan, antara lain rendahnya literasi
pajak masyarakat (Sari, 2021),
ketidakakuratan basis data objek pajak
(Djamhuri, 2011), serta ketidakpercayaan
masyarakat terhadap sistem perpajakan

(Mardiasmo, 2016).

Pada level kabupaten, Kabupaten
Pangandaran sebagai daerah otonom baru
hasil pemekaran dari Kabupaten Ciamis
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2012, masih menghadapi
berbagai tantangan dalam membangun
kemandirian fiskal. Data BAPENDA
Pangandaran (2024)
kontribusi PBB terhadap PAD pada tahun

menunjukkan

2023 mencapai 17% dengan realisasi Rp23
miliar, namun potensi sebenarnya dapat
mencapai  Rp35-40 miliar per tahun
(Universitas Galuh, 2023). Kesenjangan ini
mengindikasikan masalah struktural dalam
sistem pemungutan PBB. Di antara seluruh
kecamatan di Kabupaten Pangandaran,
Kecamatan Cimerak konsisten mencatat
realisasi PBB terendah dalam tiga tahun
terakhir, hanya mencapai 65% dari target
Rp3,2 miliar pada tahun 2023. Studi
diagnostik  Universitas Galuh (2023)

mengidentifikasi empat faktor struktural:
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(1) geografis dengan 70% wilayah berupa

perbukitan, (2) demografis dengan
kepadatan penduduk 45 jiwa/km?, (3)
ekonomi  dengan  65%  penduduk
bergantung pada pertanian subsisten, dan
(4) infrastruktur dengan hanya 40%

wilayah terjangkau sinyal telepon seluler.

Pada periode 2022-2024,
BAPENDA Pangandaran melakukan upaya
modernisasi melalui aplikasi BJB Digi
dengan anggaran Rpl,2 miliar. Namun,
hasil evaluasi menunjukkan
ketidakefektifan  yang
Cimerak, dimana hanya 6,8% (850 dari

12.500) wajib  pajak  yang  aktif

signifikan  di

menggunakan aplikasi tersebut. Kegagalan
ini disebabkan oleh kesenjangan digital
(75%  masyarakat  tidak = memiliki
smartphone memadai), rendahnya literasi
teknologi, infrastruktur internet tidak stabil
di 30% wilayah, dan desain aplikasi yang
kompleks (BAPENDA, 2024).
Berdasarkan pembelajaran dari kegagalan
BJB Digi, BAPENDA Pangandaran
meluncurkan kebijakan pemungutan PBB

secara door-to-door pada  tahun  2025.

Penelitian ini bertujuan untuk
mengevaluasi  implementasi  kebijakan
tersebut dengan rumusan  masalah:
"Bagaimana evaluasi kebijakan

pemungutan PBB oleh BAPENDA
Pangandaran di Kecamatan Cimerak Tahun

2025?". Tujuan penelitian meliputi: (1)
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mengevaluasi efektivitas implementasi, (2)
menganalisis kendala dan tantangan, (3)
mengidentifikasi respons dan persepsi
masyarakat, serta (4) merumuskan

rekomendasi perbaikan kebijakan.
TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Evaluasi Kebijakan Publik
(William N. Dunn)

Evaluasi kebijakan publik
merupakan tahapan krusial dalam proses
kebijakan yang berfungsi untuk menilai
sejauh mana suatu kebijakan mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Menurut
Dunn (2018), evaluasi kebijakan adalah
proses sistematis untuk menilai nilai atau
manfaat dari kebijakan publik yang telah
diimplementasikan. Dunn mengidentifikasi
enam kriteria evaluasi kebijakan, namun
penelitian ini berfokus pada lima kriteria
yang paling relevan: efektivitas (apakah
kebijakan mencapai hasil yang
diharapkan), efisiensi (hubungan  antara
efektivitas dan
usaha/ongkos), kecukupan (seberapa jauh
tingkat efektivitas memuaskan
kebutuhan), responsivitas (seberapa  jauh
kebutuhan

kebijakan memuaskan

kelompok masyarakat),
dan ketepatan (nilai dari tujuan program

dan asumsi yang melandasinya).
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2. Model Evaluasi CIPP (Stufflebeam)

Model evaluasi CIPP yang
dikembangkan oleh Stufflebeam (2003)
merupakan kerangka evaluasi
komprehensif yang terdiri dari empat
komponen: Context (konteks) untuk
menilai kebutuhan, masalah, dan kondisi
lingkungan; Input (masukan) untuk menilai
sumber daya dan strategi; Process (proses)
untuk menilai pelaksanaan dan hambatan;
serta Product (produk) untuk menilai hasil
dan dampak. Model CIPP bersifat formatif
dan sumatif sekaligus, memungkinkan

evaluasi selama program berlangsung

(formatif) dan di akhir program (sumatif).
Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang
relevan dengan penelitian ini antara lain:
Sari (2021) yang mengevaluasi efektivitas
sistem kolektif dalam pemungutan PBB di
wilayah perkotaan, Pratama (2022) yang
menganalisis implementasi sistem door-to-
door dengan  jadwal  tetap dalam
pemungutan pajak daerah, serta Widiastuti
dan Nugroho (2020) yang mengevaluasi
kebijakan pajak daerah berbasis masyarakat
di kawasan perdesaan. Penelitian ini
memiliki kebaruan pada fokus evaluasi
kebijakan door-to-door dengan jadwal
fleksibel di wilayah perdesaan Kecamatan
Cimerak

menggunakan pendekatan

integratif CIPP dan Dunn.
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Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggabungkan Teori
Evaluasi Kebijakan Dunn sebagai "alat
ukur" dan Model CIPP sebagai '"peta
operasional". Kebijakan door-to-
door dianalisis melalui lensa kriteria Dunn
(efektivitas,

efisiensi, kecukupan,

responsivitas, ketepatan) yang
dioperasionalkan melalui komponen CIPP
(Context, Input, Process, Product).
Integrasi ini memungkinkan evaluasi yang

holistik dan mendalam.

Kegagalan Inovasi B)B Digi tahun 2022
i

Kebijakan Pemungutan PBB Bapenda
Pangandaran 2025
1

¥

(Dunn dalam Areeza, 2018)
Kriteria evaluasi kebijakan:

1) Efektivitas

2) Efisiensi

3) Kecukupan

4) Perataan

5) Responsivitas

6) Ketepatan

!

Evaluasi Kebijakan pemungutan

¥
(Stufflebeam, 2003)
Kerangka Operasional Model

1) Efektivitas

2) Efisiensi

3) Kecukupan
4) Perataan

5) Responsivitas
6) Ketepatan

Panduan Operasional kebijakan
PBB di Kecamatan Cimerak baru (Door-to-Door) di Kecamatan
Kabupaten Pangandaran Cimerak Kabupaten Pangandaran

1 ]

¥
Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan
Pemungutan PBB di Kecamatan Cimerak
Kabupaten Pangandaran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif ~ dengan  desain
evaluatif. Pendekatan ini dipilih karena
sesuai dengan tujuan penelitian untuk
memahami secara mendalam implementasi
kebijakan door-to-door dari perspektif
berbagai pemangku kepentingan (Moleong,
2017). Desain evaluatif dipilih karena fokus
penelitian pada penilaian kebijakan publik
dengan menggunakan kerangka teori Dunn

dan model CIPP.
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Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan
Cimerak, Kabupaten Pangandaran pada
periode Maret-November 2025. Pemilihan
lokasi didasarkan pada tiga pertimbangan:
(1) Cimerak memiliki realisasi PBB
terendah di Kabupaten Pangandaran (58%
pada Triwulan I 2025), (2) karakteristik
masyarakat yang unik dengan dominasi
sektor pertanian dan perikanan serta literasi
digital terbatas, dan (3) kondisi geografis
kompleks dengan pola permukiman

tersebar di 11 desa.
Informan Penelitian

Informan penelitian berjumlah 30
orang yang  dipilih  secara purposive

sampling dengan kriteria:

Tabel 1. Jumlah dan Kriteria Informan

Penelitian

Kelompok Jumlah Kriteria

Informan
Bertugas langsung

Petugas S oran di desa sampel,

IBAPENDA & pengalaman
minimal 3 bulan
Kepala
Desa/Sekretaris

Perangkat Desa 5 orang Desa/Petugas Desa
di 5 desa sampel
Telah berinteraksi

Wajib Pajak 10 dengan petugas,

orang mewakili variasi

mata pencaharian

Sumber: Data primer diolah, 2025
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Lima desa sampel yang dipilih
adalah: Cimerak (desa pusat), Kertamukti
(terpencil), Legokjawa (pesisir), Mekarsari
(pertanian), dan Ciparanti  (pesisir).
Pemilihan desa sampel didasarkan pada
representasi variasi karakteristik geografis

dan sosial-ekonomi di Kecamatan Cimerak.
Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga

teknik:

1. Wawancara Mendalam: Dilakukan
terhadap 20 informan dengan
panduan wawancara semi-

terstruktur  yang dikembangkan

berdasarkan kerangka CIPP dan
kriteria Dunn. Wawancara
difokuskan  pada  pengalaman
langsung, persepsi  efektivitas,
kendala, dan respons terhadap

kebijakan.

2. Observasi

mengikuti 2 petugas BAPENDA

Lapangan:  Peneliti

selama kunjungan door-to-
door untuk mengamati interaksi
petugas-wajib pajak, proses
verifikasi data, dan kendala teknis

di lapangan.

3. Studi Dokumentasi: Pengumpulan
data sekunder meliputi dokumen
kebijakan BAPENDA, laporan
realisasi PBB, profil demografi, dan

data monografi desa-desa sampel.
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Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan pendekatan
kualitatif dengan tahapan: (1) transkripsi
hasil wawancara, (2) pengelompokan data
berdasarkan tema (efektivitas, kendala,
respons masyarakat), (3) analisis tematik
menggunakan kerangka CIPP dan kriteria
Dunn, dan (4) penyajian data dalam bentuk

narasi didukung tabel dan kutipan verbatim.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Cimerak memiliki luas
7.845 hektar dengan 11 desa. Secara
topografis, wilayah didominasi perbukitan
(55%) dan pesisir  (25%). Kondisi
infrastruktur jalan sangat terbatas: hanya
35% jalan dapat dilalui kendaraan roda
empat, 45% hanya kendaraan roda dua, dan
20% jalan setapak. Kepadatan penduduk
hanya 45 jiwa/km?, dengan 65% penduduk
terkonsentrasi di 4 desa pusat kecamatan.
Mata  pencaharian dominan adalah
pertanian (45%) dan perikanan (25%)
dengan pendapatan musiman. Tingkat
pendidikan masyarakat rendah: 60%
berpendidikan maksimal SMP.
Infrastruktur teknologi juga terbatas: 7 dari
11 desa termasuk blank spot area, dan
hanya 6,8% wajib pajak yang mengadopsi
aplikasi BJB Digi. Karakteristik sosial-
budaya masyarakat sangat kuat: 85% lebih
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percaya pada tokoh masyarakat "Wilayah Kertamukti ini kebanyakan
dibandingkan informasi resmi pemerintah. perbukitan. Jalannya masih tanah dan

Karakteristik Informan berbatu, apalagi kalau musim hujan,

Jjalanan becek dan licin. Kadang saya

Tabel 2. Karakteristik Informan Penelitian harus untuk mencapai rumah-rumah

warga yang tersebar." (Wawancara, P2, 14
Kelo Do Pen Peng Pers
mpo min didi alam pekt Desember 2025)
k asi kan an if

Dari sisi sosial-budaya, kebijakan door-to-
Petu doorjuga tepat karena  melibatkan
lgas Laki ) Pelaks C e .
BAP laki S1 1-3 ana perangkat desa sebagai mitra implementasi.
EN (80 (100 tahu kebl_]ak S k t . D M k . Dl

0,
DA %) %) n an ekretaris esa ekarsari  (D1)
(5) menjelaskan:
> "Faktor utamanya karena petugas datang
cra .
Laki .
?gka laki iM t2;§u Fasilita bersama perangkat desa. Warga lebih
Desa g/lg)o S1 n tor percaya pada kami yang mereka kenal
5 ° o .
%) sehari-hari. Selain itu petugas selalu bawa
Waji Pere Peneri identitas dan surat tugas
b mpu SD- Varia ma .
Paja an . resmi." (Wawancara, D1, 12 Desember
S1 tif manfaal

k (60 .
(10) %) 2025)

Sumber: Data primer diolah, 2025 Kegagalan Pendekatan Digital

Evaluasi Berdasarkan Model CIPP dan Sebelumnya

Kriteria Dunn Kebijakan door-to-door merupakan

Context Evaluation: Ketepatan dan respons tepat terhadap kegagalan BJB Digi

Kecukupan yang hanya menjangkau 6,8% wajib pajak.

Petugas P1 menyatakan:
Konteks Geografis dan Sosial-Budaya

"Aplikasi BJB Digi itu sebenarnya bagus,

Kebijakan door-to- o o
tapi tidak cocok dengan kondisi

door dinilai tepat karena sesuai  dengan o )
masyarakat di Cimerak. Mayoritas

karakteristik geografis Cimerak yang .
masyarakat tidak punya smartphone yang

didominasi perbukitan dengan akses jalan L . i
memadai, jaringan internet di banyak desa

terbatas. Petugas P2 mengungkapkan: . . ) )
tidak stabil, dan masyarakat juga tidak
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terbiasa dengan aplikasi.” (Wawancara,

P1, 14 Desember 2025)

Namun, dari sisi kecukupan, kebijakan ini
masih menghadapi tantangan dengan
cakupan kunjungan baru 55% dari total
12.500 wajib pajak. Sekretaris Desa
Kertamukti (D4) menyatakan:

"Banyak warga yang belum pernah
dikunjungi sama sekali jadi kami bantu
sosialisasikan misal keebtulan ketemu di
acara tertentu.” (Wawancara, D4, 13

Desember 2025)

Input Evaluation: Efisiensi Sumber

Daya

Evaluasi input menunjukkan bahwa
keterbatasan sumber daya menjadi kendala
utama efisiensi. Rasio petugas terhadap
wajib pajak adalah 1:2.500, jauh di atas
standar ideal 1:800. Petugas P3

mengungkapkan:

"Kami hanya 5 orang untuk seluruh
Cimerak. Setiap petugas bertanggung
jawab atas 2-3 desa, dengan jumlah wajib
pajak sekitar 2.000-2.800 per petugas. Ini
sangat berat." (Wawancara, P3, 15

Desember 2025)

Kendala anggaran juga signifikan. Petugas

P5S menyatakan:

"Kami hanya mendapat uang transportasi
Rp 50.000 per hari, padahal untuk

menjangkau desa-desa terpencil, biaya

p-ISSN: 2355-4223
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bensin dan parkir bisa mencapai Rp
100.000 per hari." (Wawancara, P5, 16
Desember 2025)

Kendala teknis peralatan juga menjadi

hambatan. Petugas P2 menjelaskan:

"Tablet yang kami gunakan sering kali
kehabisan baterai di tengah perjalanan,
karena kami harus bergerak seharian dan
tidak ada tempat untuk mengisi
daya." (Wawancara, P2, 14 Desember
2025)

Masalah pembayaran cash menjadi kendala
paling sering dikeluhkan. Petugas P4

menceritakan:

"Banyak warga bayar pake uang gede, kita
harus siapin receh. Pernah sampe bawa
kotak receh khusus buat kembalian.
Kadang juga mereka bayar pake uang
logam 500-an atau 1000-an yang berat
banget." (Wawancara, P4, 15 Desember
2025)

Process Evaluation: Responsivitas dan

Keadilan
Responsivitas Kebijakan

Kebijakan door-to-
door dinilai responsif karena mampu

menyesuaikan dengan kebutuhan

masyarakat. WP1 menyatakan:

"Waktu itu mereka datang sore hari,

sekitar jam 4. Bagus sih, karena saya
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sudah pulang dari kebun. Kalau datang
siang biasanya saya tidak ada di
rumah.”" (Wawancara, WP1, 10 Desember

2025)

WP3 yang berprofesi sebagai wiraswasta

memberikan pengalaman berbeda:

"Mereka janjian via WA sehari
sebelumnya, jadi saya bisa atur waktu.
Sangat fleksibel dan menghargai waktu
kami." (Wawancara, WP3, 10 Desember

2025)

Petugas juga mampu menyesuaikan
penjelasan dengan tingkat pemahaman
wajib pajak. WP10 (Pedagang, SD)

menyatakan:

"Petugasnya jelasin pakai bahasa yang
gampang, nggak muluk-muluk. Saya diberi
tahu kalau besaran pajak saya tahun ini
Rp 520.000, itu naik sedikit dari tahun
lalu. Katanya karena ada
penyesuaian.” (Wawancara, WP10, 12
Desember 2025)

Keadilan Kebijakan

Dari sisi  keadilan, petugas berusaha
menerapkan standar pelayanan yang sama.

WP1 menyatakan:

"Sepengetahuan saya, iya. Saya lihat
tetangga juga didatangi dengan cara yang
sama. Tidak ada yang terlihat dikasih
perlakuan khusus atau ditekan. Semua

dapat penjelasan yang
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sama." (Wawancara, WP1, 10 Desember

2025)

Namun, masih ada kesenjangan cakupan
antara desa pusat dan desa terpencil. Data
menunjukkan desa dengan akses geografis
sulit memiliki tingkat kunjungan 40% lebih

rendah.

Product Evaluation: Efektivitas

Kebijakan

Tabel 3. Perbandingan Capaian Sebelum

dan Sesudah Door-to-Door

Wila Kepa Kepa .
Ee; yah tuhan tuhan PE;I;;I
sg Tuga Sebel Sesu ;gl
s um dah
Cime
IP1 rak 65% 85% +20%
P2 Ilflfﬂ":f‘l 70% 90% +20%
Lego
IP3 kjaw 60% 82% +22%
a
P4 raer]fa 68% 87% +19%
Ps acrifiar 72% 91% +19%
IRat
a- 67% 87% +20%
rata

Sumber: Data wawancara petugas, 2025

Data pada Tabel 3 menunjukkan
peningkatan kepatuhan rata-rata 20%.
Peningkatan tertinggi terjadi di Desa
Legokjawa (+22%), sementara terendah di

Desa Mekarsari dan Ciparanti (+19%).
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Perubahan perilaku masyarakat juga namun belum optimal dari
teramati secara konsisten. D1 menyatakan: sisi efisiensi dan keadilan (cakupan).
"Perubahan terlihat dari sikap warga yang Tabel 4. Sintesis Evaluasi Kebijakan Door-
lebih terbuka dan jujur. Dulu mereka suka to-Door

menghindar atau berbohong soal data
Kompo o .
tanah. Sekarang kalau kurang bayar, hen P Kriteria Temuan Penil
CIPP Dunn Utama aian
mereka terus terang dan janji akan
melunasi." (Wawancara, D1, 12 Desember Sesuai
geografis
2025) dan sosial-
Context Ketepata budaya, Tepat
. . X X . n respons
Dampak tidak langsung juga teridentifikasi. atas
kegagalan
D4 menyatakan: digital
"Meningkatkan citra pelayanan desa. Mampu
menjawab
Warga jadi lebih percaya dan dekat Kecukup akar
Context an masalah, Cukup
dengan pemerintah desa. Mereka lebih namun
cakupan
berani menyampaikan aspirasi dan 55%
keluhan." (Wawancara, D4, 13 Desember Rasio
1:2.500
2025
) [nput Efisiensi WP, Bell}m
anggaran Optimal

.. . . 65%

Namun, realisasi penerimaan Triwulan I Kebutuhan
2025 masih mencapai 58% dari target, di
o ) Jadwal
bawah realisasi periode sebelumnya (65%). A fleksibel,
Responsi . Respons
o . . IProcess vitas penjelasan P
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun disesuaika
n

kepatuhan meningkat pada wajib pajak

. . . . Perlakuan
yang dikunjungi, cakupan kunjungan yang sama,

. 0 . namun Cukup
belum optimal (55%) menyebabkan Process Keadilan kesenjang Adil
realisasi keseluruhan masih rendah. an

cakupan
Sintesis Evaluasi Peningkat
IProduct sz'ektlvn linatuhan Efektif
Berdasarkan analisis menggunakan 19-22%

model ~ CIPP dan  kriteria ~ Dunn, Sumber: Data primer dan sekunder diolah,

kebijakan door-to- 2025

door dinilai efektif dan responsif,
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KESIMPULAN tinggi (Rp75.000) dan cakupan
terbatas.
Kesimpulan croatas
3. Process Evaluation:

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan, dapat disimpulkan bahwa
kebijakan pemungutan PBB secara door-
to-door oleh BAPENDA Pangandaran di
Kecamatan Cimerak Tahun 2025 secara
umum efektif dan responsif, namun masih

menghadapi tantangan efisiensi yang perlu

diatasi.
1. Context Evaluation:
Kebijakan door-to-
door dinilai tepat karena sesuai
dengan  karakteristik  geografis

(55% perbukitan dengan akses jalan
terbatas),  sosial-budaya  (85%
masyarakat lebih percaya tokoh
masyarakat), dan  merupakan
respons tepat terhadap kegagalan
BJB Digi (hanya 6,8% adopsi). Dari
sisi kecukupan,  kebijakan  ini
mampu menjawab akar masalah
rendahnya realisasi PBB, namun
cakupan kunjungan baru mencapai

55% dari total 12.500 wajib pajak.

2. Input Evaluation: Kebijakan door-
to-door dinilai belum optimal dari
sisi efisiensi karena keterbatasan
sumber daya (rasio petugas 1:2.500
WP, anggaran 65% kebutuhan,
peralatan 70% kebutuhan), yang

menyebabkan biaya per kunjungan

Kebijakan door-to-

door dinilai responsif karena
mampu  menyesuaikan  waktu
kunjungan, bahasa penjelasan, dan
pendekatan  dengan  kebutuhan
masyarakat. Dari sisi keadilan,
petugas memberikan perlakuan
yang sama, namun masih ada
kesenjangan cakupan antara desa
pusat dan desa terpencil (40% lebih

rendah).

4. Product Evaluation:
Kebijakan door-to-

door dinilai efektif dengan
peningkatan kepatuhan rata-rata
20% (dari 67% menjadi 87%),
perubahan perilaku masyarakat
yang positif, dan dampak sosial
tidak langsung seperti peningkatan
komunikasi desa-warga dan

kepercayaan  publik. Namun
realisasi penerimaan Triwulan [
2025 masith 58% karena cakupan

kunjungan terbatas.

Saran
1. Bagi BAPENDA Kabupaten
Pangandaran:

o Segera menambah petugas

lapangan dari 5 menjadi 15 orang
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(rasio 1:800 WP) melalui rekrutmen

atau penugasan internal.

Meningkatkan anggaran
operasional untuk transportasi (dari
Rp50.000 menjadi Rp100.000/hari)
dan pengadaan peralatan
pendukung (tablet, printer, motor

trail).

Mengembangkan sistem
pembayaran non-cash melalui kerja
sama dengan agen BRILink atau

Pos Pay untuk mengatasi masalah

uang receh.
Memperkuat koordinasi dengan
perangkat desa melalui

pembentukan tim koordinasi desa

dengan pertemuan rutin bulanan.

Meningkatkan frekuensi kunjungan
ke desa terpencil menjadi minimal 2

kali per bulan.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten

Pangandaran:

Mengalokasikan anggaran khusus
dalam APBD untuk operasional
PBB di

pemungutan wilayah

perdesaan.

Memberikan dukungan kebijakan

berupa Peraturan Bupati yang

p-ISSN: 2355-4223
e-ISSN: 2808-0211

memperkuat implementasi door-to-

door.

Menyusun kebijakan insentif bagi
desa dengan realisasi PBB di atas

85%.

3. Bagi Perangkat Desa:

Menguatkan peran sebagai
jembatan  komunikasi  antara
petugas BAPENDA dan
masyarakat.

Meningkatkan  kapasitas  dan
pemahaman tentang kebijakan

perpajakan melalui pelatihan.

Membangun mekanisme koordinasi
dan pelaporan yang terstruktur

dengan BAPENDA.

4. Bagi Masyarakat:

Meningkatkan  kesadaran  dan

partisipasi dalam  memenuhi

kewajiban perpajakan tepat waktu.

Memanfaatkan  layanan door-to-
door yang telah disediakan dengan

baik.

Berperan aktif dalam sosialisasi

kebijakan kepada warga lain.
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